
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2A23

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3

TAHUN 2013 TENTA}IG PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-
undang Nomor 6 Tahun 2az7 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun zoz\
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang pencabutan peraturan

Daerah Provinsi sumatera utara Nomor 3 Tahun a013 tentang
Pengelolaan Panas Bumi;

1. Pasal 18 ayat {6} undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan {Lembaraa
Negara Republik Indonesia Tahun 2ALL Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali teratr<trir

dengan undang undang Nomor 13 Tahun zazz tentang
Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun
}ALL tentang Pembentukan peraturan perund.ang-

undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2a22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 680U;

Mengingat:
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3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Repuhlik

Irrdonesia Tafuun 2Al4 Nomor 244, Tarrtbahan Lembaral

Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 6 Tatrun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi undang-undang

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2423 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856|;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 2023 tentang Provinsi

sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A23 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 686a1;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2O18 tentaag Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita

Negara Republik Indonesia Tahun zALg Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN

2013 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI.

Menetapkan:
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Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Panas Bumi {Lembaran Daerah

Provinsi sumatera utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2AL7 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah

provinsi sumatera utara Tahun 2Afi Nomor 5), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara'

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 4 September 2Q23

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROViNSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR q

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA

NrP. 19710413 199603 L OAz

ttd

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (6-114/20231


